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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telekomunikasi pada umumnya mempunyai dimensi global meskipun bobot 

tanggung jawabnya berada di ruang lingkup nasional. Hal ini disebabkan oleh sifat 

telekomunikasi itu sendiri yang inheren dengan jangkauan jarak jauh sehingga 

mempunyai implikasi global, sedangkan wujud dan bentuk akhirnya sebagian besar 

ditentukan oleh lingkungan dan kebijakan nasional secara makro.1 Telekomunikasi 

adalah terdiri dari kata “te/e” yang berarti jarak jauh(a/ a distance) dan “komunikasi” 

yang berarti hubungan pertukaran ataupun penyampaian informasi.

Dewasa ini pemerintah telah mengambil langkah penting dalam mereformasi

penataan telekomunikasi Indonesia. Sebagaimana yang digambarkan dalam Cetak

Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi Indonesia, dinyatakan bahwa

kebijakan pemerintah untuk melaksanakan reformasi telekomunikasi mempunyai

.3tujuan diantaranya:

1. meningkatkan kinerja telekomunikasi dalam rangka mempersiapkan ekonomi 

Indonesia menghadapi globalisasi yang secara konkret diwujudkan dalam 

kesepakatan WTO dan APEC, untuk menciptakan perdagangan dunia yang bebas;

Judhariksawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 
169.
\ Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 97. 
3 Judhariksawan, Op. Ci/, hlm. 169-170.
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2. melaksanakan liberalisasi telekomunikasi Indonesia sesuai dengan kecenderungan 

global yang meninggalkan struktur monopoli dan beralih ke tatanan yang 

mendasar persaingan;

3. meningkatkan transparansi dan kejelasan proses pengaturan (regulasi) sehingga 

investor mempunyai kepastian dalam membuat recana penanaman modalnya;

4. memfasilitasi terciptanya kesempatan kerja baru di seluruh wilayah Indonesia;

5. membuka peluang penyelenggara telekomunikasi nasional untuk menggalang 

kerjasama dalam skala global; dan

6. membuka lebih banyak kesempatan berusaha, termasuk bagi usaha kecil, 

menengah, dan koperasi.

Pada hakikatnya, komponen utama program reformasi nasional untuk 

mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah dan menstabilkan ekonomi akibat 

krisis ekonomi yang menimpa Indonesia dan dengan adanya perubahan 

kepemimpinan nasional pasca reformasi, adalah melakukan deregulasi, menciptakan 

prokompetisi, liberalisasi, restrukturisasi, pembukaan pasar (market access\ dan 

pengaturan sebanyak mungkin berorientasi pada mekanisme pasar. Hal mutlak 

dilakukan mengingat faktor-faktor eksternal yang berpengaruh langsung, antara lain 

kemajuan teknologi komunikasi dan informatika yang dramatis sekali, globalisasi 

ekonomi yang telah menempatkan telekomunikasi selain sebagai jasa yang 

diperdagangkan ([tradeable), juga sebagai sarana vital bagi sebagian besar jasa 

lainnya sehingga pengaturan telekomunikasi menjadi bagian dari rezim perdagangan 

dunia WTO dan kehadiran masyarakat informasi yang menempatkan informasi
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menjadi faktor produksi yang amat strategis, sehingga pemanfaatannya benar 

merupakan penentu daya saing ekonomi.4

Dalam Cetak Biru Kebijakan Pemerintahan tentang Telekomunikasi Indonesia 

juga diatur bahwa reformasi telekomunikasi Indonesia adalah pembaruan kebijakan 

yang meliputi restrukturisasi semua tatanan yang relevan-termasuk tatanan hukum 

dan industri, serta liberalisasi lingkungan usaha dalam telekomunikasi-termasuk 

strategi restrukturisasi kedua BUMN yang menjadi badan penyelenggara 

telekomunikasi. Terdapat tiga aspek pokok pembaruan, yaitu :5

1. menghapuskan bentuk monopoli yang memungkinkan timbulnya persaingan 

dalam semua kegiatan penyelenggaraan dan mencegah penyelenggara yang 

memiliki kekuasaan pasar (market power) yang besar melakukan tindakan yang 

bersifat anti persaingan;

2. menghapuskan diskriminasi dan restriksi bagi perusahaan swasta besar maupun 

kecil dan koperasi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa 

telekomunikasi (dengan perkataan lain : dalam investasi dan/ atau operasi 

dibidang telekomunikasi);

3. mengkhususkan peran pemerintah sebagai pembina yang terdiri atas pembuatan 

kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan 

telekomunikasi serta memisahkannya dari fungsi operasi.

4 Jbid.
5 Ibid, hlm. 173-174.
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Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi atau penyelenggaraan jasa 

telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud 

berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Swasta dan

khusus dapat dilakukan olehkoperasi. Penyelenggaraan telekomunikasi 

perseorangan, instansi pemerintah, badan hukum selain penyelenggara jaringan 

telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.6

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

diatur secara eksplisit badan hukum sebagai subjek tindak pidana pada pasal 8 yaitu

penyelenggara jaringan telekomunikasi dan / atau penyelenggara jasa telekomunikasi

dapat dilakukan oleh badan hukum, hal ini terlihat dari adanya perumusan perbuatan-

perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara 

jaringan telekomunikasi yang tidak menjamin kebebasan penggunanya memilih 

jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi, setiap 

penyelenggara telekomunikasi yang tidak memberikan prioritas untuk pengiriman, 

penyaluran, dan penyampaian informasi penting menyangkut keamanan negara; 

keselamatan jiwa manusia dan harta benda; bencana alam marabahaya; dan atau 

wabah penyakit, penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang disambungkan ke 

jaringan penyelenggaraan telekomunikasi lainnya, penyelenggara jasa telekomunikasi 

yang tidak merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan 

jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi

6 Ibid.

i
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diselenggarakannya. Tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara 

telekomunikasi terdapat dalam pasal 48, 49, 51 dan 57. Dari perumusan tersebut 

tindak pidana dapat dilakukan tidak hanya oleh manusia tetapi juga oleh badan 

hukum sebagai penyelenggara telekomunikasi sehingga membedakan sistem 

tanggung jawab seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) yang hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum.

Vos memberikan tiga alasan mengapa hanya manusia yang dapat menjadi 

subjek hukum pidana :7

1. Terdapatnya rumusan yang dimulai dengan “//// die..r di dalam peraturan 

undang-undang pada umumnya, yang berarti tidak lain adalah manusia,

2. Jenis-jenis pidana pokok hanya dapat dijalankan tidak lain daripada oleh 

manusia,

3. Didalam hukum pidana berlaku asas kesalahan bagi seorang manusia pribadi.

yang

Hal ini juga dapat dilihat pada wujud hukuman/ pidana yang termuat dalam 

pasal-pasal KUHP yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. 8

Dari uraian diatas, penulis tertarik membuat skripsi dengan judul:

“SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG

TELEKOMUNIKASI”

7 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 93.
* |Wirjon° Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1981,
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B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi?

2. Sanksi apakah yang dikenakan terhadap penyelenggara telekomunikasi yang 

melakukan kejahatan di bidang telekomunikasi.

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada pokok masalah yang diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengkaji dan mencari jawaban atas masalah-masalah tentang:

1. Sistem pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

2. Menentukan sanksi yang dikenakan terhadap penyelenggara telekomunikasi

yang melakukan kejahatan di bidang telekomunikasi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum yang mengatur tentang 

telekomunikasi dan memberikan bahan untuk membantu pihak yang berwenang 

dalam menyelesaikan kasus mengenai tindak pidana di bidang telekomunikasi.
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2. Manfaat Praktis

Membuka wawasan dan memperluas pengetahuan tentang kejahatan dibidang 

telekomunikasi yang akhir-akhir ini kerap kali terjadi dan memberikan bahan 

untuk membantu pihak yang berwenang dalam menyelesaikan kasus mengenai 

tindak pidana dibidang telekomunikasi.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian ini lebih menitikberatkan pada pencarian data sekunder, 

maka tipe penelitian ini bersifat Yuridis. Dipergunakan pendekatan yuridis normatif

dimaksud karena dalam penelitian ini, peneliti menjadikan perangkat peraturan-

peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban

pidana di bidang telekomunikasi, disamping sebagai patokan/pedoman dalam mencari

data, yang berpegang pada segi yuridis dari gejala-gejala dan peristiwa yang menjadi

objek penelitian. Dengan pendekatan ini lebih banyak digunakan data sekunder yang 

berupa ketentuan-ketentuan, teori-teori dan pendapat para sarjana/ahli.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

yang ditelaah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier :9

9 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2004, hlm. 118-119.
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a. Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-undangan : Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana (KUMP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 

tentang Telekomunikasi.

b. Bahan hukum sekunder : bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai 

bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar 

atau pertemuan ilmiah lainnya bahkan pendapat dari kalangan pakar hukum 

sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan hukum tersier: yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah dan surat kabar

sepanjang memuat informasi yang relevan.

4.Analisa Data

Data-data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan dipisahkan ke dalam bagian-bagian 

tertentu dan dihubungkan satu dengan yang lain dalam bentuk kata-kata dan 

seterusnya dianalisis.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yang 

dilakukan dengan mengkaji konsep, pengertian, dan asas-asas berbagai peraturan 

hukum yang berlaku, dan teori-teori pendapat ahli/sarjana yang terdapat didalam 

bahan hukum yang diperoleh kemudian dipergunakan sebagai acuan untuk 

memperoleh suatu kumpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan dalam 

penelitian ini.
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